[bookmark: _Hlk182758413][bookmark: _Hlk182758271]KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Tim Peneliti BRIDA Kutai Kartaneara

1.1. Latar Belakang
Dalam pembangunan manusia, kesenjangan dan kesetaraan gender menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kesenjangan gender adalah kondisi yang tidak setara atau tidak seimbang terkait gender yang diakibatkan oleh budaya, sistem dan struktur sosial. Adapun kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kesetaraan gender diwujudkan dalam kondisi dimana tidak terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta terjadi ketika pembagian dan siklus sosial lakilaki dan perempuan sama, seimbang dan harmonis (Diana, 2018).
Secara nasional kesenjangan gender yang berkembang masih cukup tajam, RPJMN Tahun 2020-2024 telah meletakan perspektif gender sebagai arus utama yang harus dioptimalkan melalui berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun pemerintah daerah. RPJMN tahun 2020-2024 mencatat berbagai isu gender yang masih dirasakan di berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastruktur dasar. Dalam menjawab persoalan tersebut, RPJMN tahun 2020-2024 telah ditegaskan kembali bahwa: “Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.
[bookmark: _Hlk182758292]Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki- laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi diseluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan” . Untuk mengukur capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diukur melalui indikator capaian pembangunan berbasis gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini sesuai dengan berbagai kesepakatan global mengenai ukuran keberhasilan pembangunan gender, dimana IPG mengukur kesenjangan pembangunan antara lakilaki dan perempuan, sedangkan IDG mengukur kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam ekonomi, politik dan manajerial atau pengambilan keputusan.Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan yang responsif gender. Indikator ini juga dapat menunjukkan kapasitas perempuan dalam pembangunan pada dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, serta perempuan dalam legislatif, perempuan dalam posisi managerial dan pendapatan perempuan.
IPM merupakan salah satu indikator penting sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, baik secara nasional maupun pada tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Peningkatan IPM mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan rasio atau perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2022).
Pada tahun 2020, IPG nasional berada pada angka 91.06, turun sebesar 0.01 poin dari tahun 2019 sebesar 91.07 (Badan Pusat Statistik, 2021a). Adanya penurunan ini dikarenakan percepatan pembangunan lakilaki yang lebih cepat daripada perempuan, yaitu saat ini IPG laki-laki berada pada kategori tinggi, sedangkan perempuan masih tergolong kategori rendah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Pergerakan IPG diikuti pula dengan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan alat ukur pada sektor politik dengan adanya perempuan dalam parlemen, sektor perempuan sebagai pembuat keputusan dari sudut pandang kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional, dan sektor ekonomi dari sisi sumbangan pendapatan yang dihasilkan perempuan. Tidak seperti IPG yang sudah mencapai angka 90 persen dalam skala nasional, IDG Indonesia tahun 2020 adalah 75.57 (Badan Pusat Statistik, 2021c). Kondisi ini menjadikan persoalan gender sebagai fokus pemerintah untuk segera diselesaikan.
Urgensi menyelesaikan problematik gender dan pembangunan manusia diperkuat dengan masuknya isu kesetaraan gender sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada level nasional, kesetaraan gender dijadikan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang lalu, RPJM 2020-2024 yang mengikuti SDGs sebagai agenda pembangunan Indonesia, dan masuk dalam Rencana Strategis
[bookmark: _Hlk182758319]pembangunan antara lakilaki dan perempuan, sedangkan IDG mengukur kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam ekonomi, politik dan manajerial atau pengambilan keputusan.Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan yang responsif gender. Indikator ini juga dapat menunjukkan kapasitas perempuan dalam pembangunan pada dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, serta perempuan dalam legislatif, perempuan dalam posisi managerial dan pendapatan perempuan.
IPM merupakan salah satu indikator penting sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, baik secara nasional maupun pada tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Peningkatan IPM mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan rasio atau perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2022).
Pada tahun 2020, IPG nasional berada pada angka 91.06, turun sebesar 0.01 poin dari tahun 2019 sebesar 91.07 (Badan Pusat Statistik, 2021a). Adanya penurunan ini dikarenakan percepatan pembangunan lakilaki yang lebih cepat daripada perempuan, yaitu saat ini IPG laki-laki berada pada kategori tinggi, sedangkan perempuan masih tergolong kategori rendah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Pergerakan IPG diikuti pula dengan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan alat ukur pada sektor politik dengan adanya perempuan dalam parlemen, sektor perempuan sebagai pembuat keputusan dari sudut pandang kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional, dan sektor ekonomi dari sisi sumbangan pendapatan yang dihasilkan perempuan. Tidak seperti IPG yang sudah mencapai angka 90 persen dalam skala nasional, IDG Indonesia tahun 2020 adalah 75.57 (Badan Pusat Statistik, 2021c). Kondisi ini menjadikan persoalan gender sebagai fokus pemerintah untuk segera diselesaikan.
Urgensi menyelesaikan problematik gender dan pembangunan manusia diperkuat dengan masuknya isu kesetaraan gender sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada level nasional, kesetaraan gender dijadikan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang lalu, RPJM 2020-2024 yang mengikuti SDGs sebagai agenda pembangunan Indonesia, dan masuk dalam Rencana Strategis
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Selain IPG dan IDG, isu gender dapat digambarkan oleh Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021d). Idealnya, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut serta dalam pembangunan dan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari pembangunan.
United Nations Development Programme (UNDP) mencatat perkembangan IKG menurun dari tahun ke tahun sampai tahun 2018. IKG Indonesia pada tahun 2000 sebesar 0.563, 0.508 pada tahun 2010, dan menjadi 0.474 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, UNDP mencatat terjadi kenaikan IKG di Indonesia sebesar 0.006 menjadi 0.48 (United Nations Development Programme (UNDP),
Pada Rancangan Awal RPJPN 2025-2045, telah disepakati 17 tujuan (arah) pembangunan. Salah satunya adalah Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender, dimana diperlukan adanya indikator kinerja yang mampu mengukur keberhasilan capaian pembangunan keluarga dan kesetaraan gender tersebut.
Penelitian ini difokuskan pada IPG khususnya mengkaji berbagai aspek IPG yang berpengaruh terhadap capaian IPG Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya merumuskan strategi untuk meningkatkan IPG Kabupaten Kutai Kartanegara kedepannya.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan Dokumen Kajian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :
1) Mengkaji data IPG Kabupaten Kutai
2) Menggali informasi dari Perangkat Daerah terkait dan DPRD
3) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap	berbagai aspek IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara
4) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan pemerintah dan stakeholders
[bookmark: _Hlk182758467]terkait untuk meningkatkan IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara
1.3. Ruang Lingkup Kajian
Ruang lingkup penelitian adalah batasan masalah yang digunakan, jumlah objek yang diteliti, materi yang dibahas, luas tempat penelitian, dan lain sebagainya. Tujuannya agar penelitian ini hanya mengkaji hal-hal yang memang berkaitan serta penting untuk mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh. Dengan demikian, maka ruang lingkup penelitian adalah:
1) Ruang lingkup dari aspek masalah yang dikaji adalah aspek sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan
2) Ruang lingkup dari aspek luas wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3) Ruang lingkup dari jumlah objek yang diteliti adalah Responden di Perangkat Daerah (PD) tingkat kabupaten dan kecamatan, Anggota DPRD Komisi IV serta Responden Kunci (Keys Person) di 20 kecamatan..

1.4. Keluaran (Out-Put) Penelitian
Keluaran dalam penelitian ini adalah Dokumen Kajian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari : 1) Draft Laporan Pendahuluan (Ringkasan Eksekutif), 2) Laporan Pendahuluan, 3) Draft Laporan Akhir (Ringkasan Eksekutif) dan 4) Laporan Akhir.

1.5. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2) [bookmark: _Hlk182758481]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
5) [bookmark: _Hlk182758493]Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
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2.1. Pengertian Gender
Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "genus", yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya (Butler, 1990), sehingga gender tidak berlaku selamanya, namun tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya (Fausto-Sterling, 2000). Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat, sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan (Tannen, 1990).
Secara Kodrat jenis kelamin pada manusia adalah laki-laki dan Perempuan, dalam istilah Bahasa inggris disebut sex. Secara istilah sex merupakan perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dalam sistem reproduksi seperti organ kelamin (penis, testis dengan vagina, rahim dan payudara), hormon yang dominan dalam tubuh (estrogen dan testosteron), kemampuan untuk memproduksi sperma atau ovarium, kemampuan untuk melahirkan dan menyusui.
Secara pengertian gender dengan jenis kelamin jelas berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perbedaan pengertian, jenis kelamin membedakan kondisi laki laki dan Perempuan yang secara kodrati dan fitrah manusia berbeda secara biologis  sedangkan gender merupakan bentukan perbedaan hasil dari konstruksi sosial dan budaya Masyarakat yang membedakan tugas dan fungsi laki laki dan Perempuan. Dengan demikian maka gender masih bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan seks atau jenis kelamin tidak bisa dipertukarkan karena sudah kodrat dari Tuhan.
Dengan memahami gender secara benar, maka masyarakat yang buta gender dapat menjadi masyarakat yang sadar gender dan mampu menempatkan posisi laki laki dan Perempuan dalam secara setara. Selama ini Masyarakat masih buta gender dengan menunjukkan Ketiadaan kemampuan untuk mengenali adanya 1) pembedaan/ketidaksetaraan/ketidakadilan gender dalam berbagai hal/fenomena;
2) gender sebagai penentu utama atas pilihan-pilihan hidup yang ada.
Masyarakat yang sadar gender akan menjadi lebih sensitif gender dengan memiliki kepekaan bahwa ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang sensitif gender akan menjadi masyarakat yang mawas gender, yaitu masyarakat yang mempunyai cara pandang bahwa konstruksi gender dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan kebijakan publik. Dengan mawas gender maka masyarakat akan peduli gender , mau berperan aktif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat. Kepedulian gender di masyarakat dapat dimulai di tataran keluarga, seorang suami yang sensitif gender akan sangat mempengaruhi kelangsungan keharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang harmonis menjadi salah satu faktor penentu ketahanan keluarga.
Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.
Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kamla Bhasin, 2000). Semua pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka ativitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha menjahit, catering, salon dan yang lain. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah, sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha.
Peran reproduktif dapat dibagi mejadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup (Kamla Bhasin, 2000). Dengan demikian, aktivitas reproduksi ialah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini. Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia, aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduktif biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan rumah domestik. Pertanyaannya mengapa peran reproduktif  secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan. Jawaban yang sering muncul adalah karena perempuan melahirkan maka merawat, memelihara anak menjadi tanggung jawabnya. Pelabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu seks/jenis kelamin dan apa itu gender. Laki-laki pun melakukan peran reproduktif, baik reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial karena memelihara anak dan mengasuh anak tidak menggunakan rahim.
	Peran Sosial (Kemasyarakatan); Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisispasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong, pembuatan jalan kampung, dll). Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalnya menjadi RT, RW, Kepala Desa.
2.2. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang	menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing- masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektik. Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.
2.3. Keadilan Gender
Keadilan gender dimaknai dengan kondisi masyarakat yang menempatkan laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama (patriarki) dibandingkan perempuan dan tidak terjadi lagi pembedaan peran, posisi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama.
2.4. Pengarusutamaan Gender (PUG)
Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.
Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.
PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki- laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024. 
Tujuh prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis dan pastidipati Masyarakat. Komitmen meliputi komitmen politik dan kepemimpinan Lembaga, Kebijakan merupakan wujud komitmen yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Sumber daya dalam implementasi pengarusutamaan gender merupakan sumber daya 
manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender serta sumber daya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender, data terpilah merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang Pembangunan, adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan gender dan Partisipasi Masyarakat yaitu adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarusutamaan gender.
2.5. Teknik Analisis Gender
Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi perbedaan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Analisis gender juga dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan akses, partisipasi, maupun kontrol antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan serta menganalisis manfaat pembangunan bagi keduanya. Yang dimaksud dengan akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Yang dimaksud dengan peran/ partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/ kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Yang dimaksud dengan manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati oleh perempuan maupun laki-laki secara optimal.
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Gambar 2.1. Pengertian Analisis Gender

Analisis gender merupakan titik awal pengarusutamaan gender. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki di masyarakat, serta distribusi sumber daya, peluang, kendala dan kekuasaan perempuan dan laki-laki dalam konteks tertentu. Dengan melakukan analisis gender akan memungkinkan dilakukannya intervensi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda. (European Institute for Gender Equality, 2019).
2.5.1. Tujuan Analisis Gender
Tujuan dari analisis gender adalah untuk mengidentifikasi dan menangani ketidaksetaraan gender, dengan:
1) Mengakui perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki
2) Memastikan bahwa perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki diidentifikasi dengan jelas dan ditangani di semua tahapan siklus kebijakan;
3) Mengidentifikasi perbedaan sudut pandang perempuan dan laki-laki untuk diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan
4) Mempromosikan intervensi pembangunan yang lebih responsif gender, baik melalui pengarusutamaan gender maupun affirmative action (European Institute for Gender Equality, 2019).

Analisis gender menghasilkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Analisis gender yang menyeluruh memungkinkan pembuat kebijakan memahami ketidaksetaraan gender, serta mengeksplorasi penyebab dan dampak kesenjangan gender pada kelompok sasaran. Selanjutnya, pembuat kebijakan dapat menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang relevan dan terarah untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, analisis gender berkontribusi pada peningkatan responsivitas gender (European Institute for Gender Equality, 2019).

2.5.2. Bagaimana Cara Melakukan Analisis Gender
Analisis gender dimulai dengan mengidentifikasi dan menjelaskan ketidaksetaraan gender dalam konteks tertentu berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin. Analisis gender ini akan membantu membangun pemahaman tentang perbedaan pola partisipasi, keterlibatan, perilaku dan kegiatan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan serta implikasi dari perbedaan tersebut. Terdapat tiga langkah untuk melakukan analisis gender.
Langkah 1: Mengumpulkan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin
Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau kualitatif berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan peran dan kondisi umum mereka dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat pula berupa data yang menunjukkan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, seperti: AKI (Angka Kematian Ibu Melahirkan), Kanker leher rahim, Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perempuan Korban Perdagangan Orang, Kanker Prostat, dan lain- lain. Pengumpulan data dan informasi berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender berdasarkan data yang terkumpul. Misal, di bidang pendidikan kita mengenal data terpilah berupa rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki.
Dengan data terpilah ini, analis bisa melanjutkan analisis dengan mempertanyakan tentang apakah ada perbedaan akses antara perempuan dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan posisi/ jenjang karir mulai dari Komandan Regu, Kepala Unit, Komandan Brigade, dan seterusnya? Apakah ada perbedaan partisipasi antara perempuan dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan
posisi/ jenjang karir? Apakah ada perbedaan kewenangan dalam mengambil keputusan bagi perempuan dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan posisi/jenjang karir? Apakah ada perbedaan manfaat dalam memperoleh posisi/ jenjang karir tersebut? Data tersebut juga dapat membantu analis untuk melanjutkan analisis dengan mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan gender tersebut, apakah penyebabnya ada di level perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, atau apakah penyebabnya ada di level kebijakan yang belum responsif gender, atau berada di level masyarakat berupa norma-norma sosial budaya yang mempengaruhi akses dan kontrol perempuan dalam memperoleh sumber daya pembangunan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar merancang kebijakan/ program/ kegiatan yang lebih responsif gender.

Langkah 2: Mengidentifikasi perbedaan gender dan penyebab utama ketidaksetaraan gender
Langkah kedua dalam melakukan analisis gender adalah mengungkap penyebab mendasar dari ketidaksetaraan gender, dan berusaha untuk memeriksa dan mengatasi penyebab masalah ketidaksetaraan gender agar dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Langkah 3: Menginformasikan kebijakan, program, dan kegiatan
Analisis gender sangat penting untuk pengarusutamaan perspektif gender melalui siklus kebijakan. Hasil analisis gender dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki. Dengan analisis gender dapat ditemukenali adanya kesenjangan gender serta faktor penyebab kesenjangan gender sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan yang memiliki kredibilitas dan validitas untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

2.5.3. Pengertian Data Terpilah
Data kuantitatif terpilah menurut jenis kelamin adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka terpilah menurut jenis kelamin atau data insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan menurut jenis kelamin. Yang dimaksud dengan data kualitatif menurut jenis kelamin adalah sekelompok data naratif atau diskriptif yang menggambarkan informasi tentang suatu fenomena menurut jenis kelamin atau fenomena khusus yang tidak bisa dipilah menurut jenis kelamin. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam berbagai bidang pembangunan seperti: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, politik, pengambilan keputusan, hukum, sosial budaya, kekerasan, lingkungan hidup dan kehutanan, dan lain-lain.
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Gambar 2.2. 
Data Terpilah Dalam Kajian Kegunaan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin
1. mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang netral gender atau memiliki ketimpangan gender
2. Sebagai baseline/ pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan partisipasi, kontrol dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara
3. Sebagai dasar untuk mengintervensi atau mereformulasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender
4. Mengidentifikasi perbedaan keadaan kelompok perempuan dan laki-laki sehingga terbuka wawasan tentang adanya kesenjangan antar keduanya
5. Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan pada kelompok perempuan maupun laki-laki
6. Mengidentifikasi masalah yang dialami perempuan dan laki-laki sehingga terbangun suatu pemahaman tentang bagaimana masalah tersebut akan diatasi

Jenis data terpilah dapat diklasifikasikan ke dalam data yang bersifat time series, data spasial, data yang bersifat khusus, ataupun data sebagai hasil kegiatan.
[image: ]Tabel 2.1. Jenis Jenis Data Yang Diperlukan Dalam Analisis Gender
JIka dilihat dari sumbernya, data terpilah menurut jenis kelamin bisa bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data terpilah gender menjadi penting karena dapat digunakan untuk menjelaskan secara sederhana data-data yang sangat besar dan banyak, sehingga memudahkan pada saat melakukan pembuatan kebijakan, accountability, advokasi, dan analisis untuk lembaga. Secara garis besar sumber data, jenis data dan pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2. Sumber Data, Jemis dan Pemanfaatan Data Pada Analisis Gender

	No
	Dasar Klasifikasi Data Terpilih
	Uraian

	1
	Sumber Data
	Data Primer
	Secara langsung diambil dari obyek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi

	
	
	Data Sekunder
	Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Mlsal: Data BPS, data sektor.

	2
	Jenis Data
	Data Kuantitatif
	Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data

	
	
	
	ini dapat disajikan secara time series maupun data spasial

	
	
	Data Kualitatif
	Data yang   disajikan   dalam   bentuk   kata-kata   yang

	
	
	
	mengandung makna. Data ini bisa diperoleh melalui

	
	
	
	observasi,	focus	group	discusion,	Wawancara

	
	
	
	mendalam,atau hasil riset kualitatif

	3
	Manfaat Data
	Data Sektoral
	Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

	
	
	
	kebutuhan	data	instansi	tertentu	dalam	rangka

	
	
	
	penyelenggaraan	tugas-tugas	pemerintahan	dan

	
	
	
	pembangunan sektor

	
	
	Data Khusus
	Data	yang	dikumpulkan	oleh	masyarakat	untuk

	
	
	
	kepentingan spessifik seperti dunia usaha dan lainnya
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Gambar 2.3. Penyajian Data Terpilah
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Gambar 2.4. Gambaran Kesenjangan Gender

Selain ukuran kesenjangan dari Gambar diatas, ukuran kesenjangan gender antara lain dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan Indeks Kesenjangan Gender (Gender Inequality Index/ GII).


2.5.4. Indikator Gender
Indikator gender adalah alat ukur yang dapat menunjukkan perbandingan kecenderungan atau perkembangan suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Berbeda dengan indikator umum yang sifatnya netral gender dan tidak memandang laki-laki ataupun perempuan, indikator gender menyajikan secara langsung perbedaan status perempuan dan laki-laki terhadap suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Tipe indikator dapat berbentuk kualitatif maupun kuantitatif.
a) Tipe Indikator Kualitatif
Tipe indikator kualitatif merupakan tipe indikator yang menggantikan angka- angka dengan sutau kelompok derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu skala. Contoh penggambaran indikator dalam satu rentang skala dapat dilihat sebagai berikut:

	Kategori
	Rentang Skala

	5 Kategori
	Sangat Tidak Setuju
	Tidak Setuju
	Cukup Setuju
	Setuju
	Sangat Setuju

	4 Kategori
	Tidak Setuju
	Kurang Setuju
	Setuju
	Sangat Setuju

	3 Kategori
	Tidak Setuju
	Setuju
	Sangat Setuju

	2 Kategori
	Tidak
	Ya



b) Tipe Indikator Kuantitatif
Tipe indikator kuantitatif dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:
(1) Kuantitas Absolut: menggunakan angka bilangan positif, nol, negatif, termasuk dalam bentuk pecahan atau desimal.
Misal,
· Jumlah	peserta	Workshop	Perencanaan	Pembangunan	Daerah Responsif Gender, Laki-laki 100 orang; Perempuan 50 orang
· Rata-rata nilai ujian Fisika, Laki-laki 45 dan Perempuan 60.
· Jumlah gaji karyawan per-bulan, Laki-laki sebesar 2 juta/ bulan dan Perempuan 1,6 juta/ bulan.
(2) Persentase: menggunakan perbandingan/proporsi angka absolut dari sesuatu yang akan diukur dengan total populasinya. Misal, Persentase peserta pelatihan dengan latar belakang pendidikan S1, Perempuan 50%; Laki-laki 70%
(3) Rasio: menggunakan perbandingan angka absolut dari sesuatu yang akan diukur dengan angka absolut lainnya yang terkait. Misal,
· Perbandingan antara peserta pelatihan perempuan dengan laki-laki
· Perbandingan antara jumlah guru yang mengajar di kelas dengan jumlah murid
· Rasio penolong persalinan terlatih per 1000 penduduk hamil
(4) Rata-rata: merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Misal,
· Rata-rata jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.
(5) Indeks: merupakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui suatu formula atau pembobotan pada masing-masing variabel. Misal:
· HDI (Human Development Index)/ Indeks Pembangunan Manusia: merupakan indeks komposit yang dihitung dari:
(a) Angka harapan hidup waktu lahir;
(b) Angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah;
(c) Angka pengeluaran per-kapita riil.
· Gender-related Development Index/ Indeks Pembangunan Gender: merupakan indeks komposit yang sama dengan HDI, namun dengan data dipilah menurut jenis kelamin, yaitu:
(a) Angka harapan hidup waktu lahir menurut jenis kelamin;
(b) Angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin;
(c) Angka pengeluaran perkapita riil menurut jenis kelamin
· GEM	(Gender	Empowerment	Meassures)/	Indeks	Keberdayaan Gender: merupakan indeks komposit yang dihitung dari:
(a) Partisipasi politik (keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen);
(b) Pengambilan keputusan (laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai tenaga professional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan);
(c) [image: ]Kekuatan	mengakses	sumber	daya	ekonomi	(penghasilan perempuan dan laki-laki)

Indikator gender menjadi petunjuk seberapa jauh dan dengan cara apa program atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam lembaga dapat mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesetaraan gender. Indikator gender dapat ditunjukkan berdasarkan data time series sehingga dapat mengukur perubahan ketimpangan gender menjadi kesetaraan gender dari waktu ke waktu. Indikator gender juga dapat ditunjukkan berdasarkan kriteria lainnya, misal segmentasi masyarakat (termasuk laki-laki dan perempuan) dalam hal tertentu menurut wilayah/ negara, atau kategori lainnya.
Indikator gender adalah indikator yang dapat dihitung dari kelompok perempuan dan laki-laki. Indikator disebut indikator gender karena indikator tersebut dapat menunjukkan situasi/ keadaan yang sensitif gender. Indikator gender menunjukkan totalitas perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki.
Indikator yang sensitif gender adalah indikator yang dapat menyajikan secara langsung perbedaan relatif status perempuan terhadap angka normatif atau terhadap suatu kelompok tertentu. Perbedaan kondisi perempuan dan lakilaki disebabkan karena adanya kesenjangan hubungan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol ataupun manfaat. Sumber: Bappenas, 2012.

Dengan mengacu pada dimensi input, kegiatan, keluaran, hasil (outcome) dan dampak (impact), maka rumusan indikator dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 2.5. Indikator Kesetaraan Gender

Dengan mengacu pada matriks indikator kesetaraan gender, maka langkah pertama yang perlu ditetapkan adalah hasil (outcome) dengan mengajukan pertanyaan “ apa yang ingin dicapai”. Dalam konteks ini, maka fokusnya adalah pada “manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output”. Sebagai contoh dalam pembangunan di bidang pendidikan, salah satu hasil (outcome) dari program pembangunan yang dilakukan adalah meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD dari siswa keluarga miskin, baik pada laki-laki maupun perempuan. Setelah menetapkan outcomenya, kemudian perlu dipikirkan “apa yang perlu dikerjakan”? Hal ini dikenal dengan istilah kegiatan. Jika dalam analisis situasi ditemukan bahwa faktor penghalang rendahnya pendidikan perempuan dan laki-laki di jenjang SD adalah masalah biaya, sehingga kegiatan yang dipandang cocok adalah pemberian beasiswa pada siswa SD keluarga miskin dengan proporsi berimbang perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini perlu ditetapkan secara eksplisit indikator input, misal berapa jumlah siswa perempuan dan berapa jumlah siswa laki-laki yang akan menerima bantuan beasiswa. Dengan kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa miskin berdasarkan input data terpilah menurut jenis kelamin, maka apa yang ingin diubah bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jika digambarkan dalam tabel, hubungan antara tingkatan kinerja input, kegiatan, keluaran (output), dan dampak (impact).
Analisis gender digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan di berbagai aspek pembangunan yang responsif gender. Syarat utama terlaksananya analisis gender adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, adanya pemahaman akan konsep-konsep kunci terkait gender, dan adanya sensitivitas serta responsivitas gender dari analis.
Terdapat berbagai macam model atau kerangka kerja teknik analisis gender, antara lain:
1) analisis gender model Harvard
2) analisis gender model Moser
3) analisis gender model GAM (Gender Analysis Matrix)
4) analisis gender model CVA
5) analisis gender model Sara Longwee
6) analisis gender model Social Relation Approach
7) analisis gender model Gender Analysis Pathway (GAP)
8) analisis gender model PROBA

Masing-masing teknik analisis gender ini digunakan sesuai dengan konteksnya, baik dilevel mikro (keluarga dan masyarakat), level kelembagaan, ataupun level kebijakan. Selain itu, fokus dari teknik analisis gender ini berbeda-beda.
METODOLOGI
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan kalender terhitung mulai dari persiapan hingga selesainya laporan akhir (25 Maret - 21 September 2024). Lokasi penelitian adalah 20 Kecamatan yang ada di wilayah Kabuapten Kutai Kartanegara.

3.2. Populasi dan Metode Sampling
Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampling untuk level kecamatan adalah sampel jenuh (100%) dari semua Kecamatan. Dari setiap kecamatan nantinya akan dipilih Responden Kunci/Informan Kunci (Key Informan) secara purposive dan secara snowball sampling.
Jenis	(aspek-aspek	terkait	rendahnya	IPG,	sumber	data	dan	metode pengumpulan data disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Aspek Dalam Penelitian Beserta Sumber Data dan Metodenya

	No
	Aspek-aspek Terkait Rendahnya IPG
	Sumber data
	Metode

	1
	Ekonomi
	· Responden di PD terkait tingkat kabupaten dan kecamatan (Brida, DP3A, DPMD serta Kantor Camat.
· Anggota DPRD komisi IV
· Responden Kunci di masing-masing kecamatan seperti tokoh perempuan, Tokoh masyarakat dan Tokoh adat
	In-depth interview menggunakan Daftar Pertanyaan yang sudah disiapkan

	2
	Kesehatan
	
	

	3
	Pendidikan
	
	

	4
	Kebebasan	berbicara	dan
	
	

	
	politik
	
	

	5
	Pengambilan keputusan
	
	

	6
	Kesempatan berbicara
	
	

	7
	Subordinasi, marginalisasi &
	
	

	
	Diskriminatif
	
	


Kajian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara

	No
	Aspek-aspek Terkait Rendahnya IPG
	Sumber data
	Metode

	8
	Kekerasan	terhadap perempuan
	
	

	9
	Perempuan berperan ganda
	
	

	10
	Aturan adat, kebiasaan yang menghambat keterlibatan wanita
	
	



3.3. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam Penelitian sosial ini adalah Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, kondisi atau kejadian secara sistematis dan akurat untuk menjawab pertanyaan seperti apa, dimana, kapan dan bagaimana (Rukajat, 2018; Suwendra, 2018 dan Batubara, 2011).
Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi kemudian dijabarkan sebagaimana adanya sesuai field survey.. Melalui pendekatan ini, Peneliti mampu memahami opini, konsep atau pengalaman sehingga berguna untuk menghasilkan deskripsi yang akurat mengenai objjek yang dikaji.
Teknik analisis data deskriptif kualitatif dilakukan melalui 4 langkah yaitu:
1) Pengumpulan data: data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti yang sudah disebutkan di atas antara lain melalui wancara mendalam dengan Aparatur PD Terkait
2) Reduksi data: reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk memilih relevan atau tidaknya data dengan Tujuan Penelitian
3) Display Data: Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan dimana sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan arah pada pengambilan Kesimpulan.
4) Data informasi yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk matriks, grafik, tabel atau bagan, sehingga data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami.
5) Kesimpulan dan Verifikasi: Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan kredibel disertai dengan bukti-bukti yang valid.

3.4. Tahapan Penelitian
Tahapan pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut : 1) Persiapan, 2) Pengumpulan data pada PD terkait tingkat kabupaten , 3) Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan, 4) Seminar Draft Laporan Pendahuluan, 5) Perbaikan Draft Laporan Pendahuluan (Finalisasi Laporan Pendahuluan, 6) Pengumpulan data lapangan/kecamatan, 7) Pengolahan dan analisis data, 8) Penyusunan Draft Laporan Akhir,, 9) Seminar Draft Laporan Akhir, dan 10) Perbaikan Draft Laporan Akhir (Finalisasi laporan Akhir).

HASIL PENELITIAN
4.1. IPG Kabupaten Kutai Kartanegara
IPG Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 88,46, meningkat 1,85 atau meningkat 2,14 % dibanding tahun 2022. Bila dibandingkan dengan IPG nasional maka IPG Kalimantan Timur masih lebih rendah. Secara nasional, nilai IPG dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) lebih dari 91 %. Untuk tahun 2023, IPG nasional adalah 91,85 yang berarti lebih tinggi 3,39 dibanding IPG Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan kesetaraan gender di Kalimantan Timur lebih rendah dibanding rata- rata nasional.

Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2019 - 2023

	Tahun
	IPG

	2019
	91,07

	2020
	91,06

	2021
	91,27

	2022
	91,63

	2023
	91,85



IPG Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 80,64 meningkat 0,84 dibanding tahun dibanding tahun 2022 dan 1,50 dibanding tahun 2019. Peningkatan itu walaupun tidak terlalu tinggi, namun memberikan gambaran tentang kemajuan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berarti pula upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait yang didukung berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan memberikan dampak positif dalam peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan IPG tersebut juga menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, IPG 80,64 itu memberikan cerminan bahwa keterlibatan perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah dibanding laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan
antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Selain itu, IPG Kabupaten Kutai Kartanegara dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 juga masih menempati urutan ke – 8 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan nilai IPG tersebut masih lebih rendah dari nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur pada tahun yang sama. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menuntut upaya yang lebih keras untuk tercapai IPG yang lebih tinggi kedepannya.
Pembangunan perspektif gender di Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya sudah membuka peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan dan berkontibusi dalam pembangunan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan merupakan salah satu produk hukum yang menjamin peran gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hanya saja nampaknya peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diambil dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan
Secara keseluruhan tidak ada kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang mempunyai IPG lebih tinggi dari nilai IPG nasional. Pada tahun 2023, IPG tertinggi dicapai Kota Balikpapan yaitu 90,13 dan terendah adalah Kabupaten Paser yaitu 72,84. Data IPG kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan data IPG Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023

	
Kabupaten/Kota
	IPG Kabupaten/Kota

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Paser
	71,41
	71,15
	71,19
	71,98
	72,84

	Kutai Barat
	83,84
	83,87
	84,28
	84,62
	85,29

	Kutai Kartanegara
	79,14
	78,9
	79,12
	79,80
	80,64

	Kutai Timur
	76,51
	76,26
	76,4
	77,11
	77,83

	Berau
	87,93
	87,61
	87,76
	87,76
	88,20

	Penajam Paser Utara
	86,22
	86,39
	86,57
	86,83
	86,93



	
Kabupaten/Kota
	IPG Kabupaten/Kota

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Mahakam Ulu
	80,89
	80,98
	81,65
	82,32
	83,07

	Balikpapan
	89,71
	89,65
	89,83
	89,96
	90,13

	Samarinda
	89,41
	89,27
	89,27
	89,75
	90,07

	Bontang
	86,72
	86,87
	87,12
	87,52
	90,07

	Kalimantan Timur
	85,98
	85,7
	85,95
	86,61
	88,46


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html


4.2. Informasi Perangkat Daerah dan DPRD Terkait Kesetaraan Gender
Pengumpulan informasi terkait kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada beberapa Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan seperti : 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), 3) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertran) dan 6) Kantor Camat. Selain itu dilakukan pula penggalian informasi pada Komisi IV DPRD yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan perlakuan atau batasan terhadap perempuan dibanding laki-laki baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kebebasan berbicara, subordinasi dan deskriminatif, berperan ganda dan aturan adat/kebiasaan. Hanya saja terkait upah kerja disinyalir ada dugaan terjadinya marginalisasi terhadap perempuan yang kemungkinan dibayar lebih murah dibanding laki-laki pada jabatan dan pekerjaan yang sama. Selain itu hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kekerasan terhadap perempuan yang diduga masih banyak terjadi, yang bisa jadi tidak banyak dilaporkan dengan berbagai macam pertimbangan. Terkait partisipasi politik perempuan, walaupun sudah ada batasan minimal keterwakilan perempuan dal pencalonan anggota legeslatif baik ditimgkat nasional maupun daerah, namun faktanya tingkat keterwakilaan perempuan di lembaga legislatif (yang terpilih) tidak memenuhi keterwakilan 30%. Hasil wawancara yang disarikan dari berbagai sumber informasi disajikan pada Tabel 4.3.

4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender
Berdasarkah hasil wawancara pada responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat dan responden lainnya di 20 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh persepsi responden seperti yang disajikan pada Tabel 4.4. Persepsi masyarakat terkait kesetaraan gender tergambar dari jawaban terhadap pertanyaan yang secara garis besar meliputi : 1) Ekonomi, 2) Kesehatan, 3) Pendidikan, 4) Kebebasan berbicara dan politik, 5) Pengambilankeputusan, 6) Kesempatan berbicara, 7) Subordinasi, marginalisasi & Diskriminatif, 8) Kekerasan terhadap perempuan, 9) Berperan ganda dan 10) Aturan Adat/Kebiasaan dan Pandangan Konservatif Terhadap Perempuan.
Adapun persepsi responden sebagai berikut :
1) Ekonomi
Sebagian besar responden menyatakan bahwa perempuan terlibat pada semua pekerjaan dan hampir tidak ada perusahaan yang tidak memberikan pekerjaan yang sama pada perempuan. Selain itu tidak ada suku atau agama yang melarang perempuan bekerja.
2) 99,30 % responden menyatakan keterlibatan perempuan di semua bidang kesehatan dan 96,73% responden menyatakan dilakukan pemberian cuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta tidak ada perempuan yang tidak diberi cuti hamil dan melahirkan.
3) Hampir semua responden memberi jawaban, bahwa perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, hanya 1,95% responden yang menyatakan ada etnis atau agama yang melarang perempuan dalam pendidikan dan 6,92% responden yang menyatakan ada etnis atau agama yang masih melakukan paksaan dalam pernikahan usia dini.
4) Hampir semua responden menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dirapat umum dan mempunyai hak yang sama atau berkesempatan yang sama dalam mencalonkan diri dalam jabatan politik serta hampir tidak ada responden yang menjawab bahwa etnis atau agama tertentu yang tidak memberikan kesempatan berbicara dan berpolitik
5) 98,77% responden menyatakan bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
6) Sebagian besar responden menyatakan bahwa perempuan diberi kesempatan berbicara dalam menyampaikan pendapat dan tidak selalu laki-laki diberi kesempatan berbicara lebih dulu dibanding perempuan
7) Cukup banyak responden (11,26%) yang menyatakan posisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, namun demikian sebagian besar responden menyatakan tidak ada deskriminasi terhadap perempuan terkait pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.
8) Sebanyak 16,55% responden menyatakan bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi rumah tangga, di tempat kerja, tempat pendidikan dan
lain-lain. Hal ini perlu mendapat catatan khusus dan perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut.
9) Sebagian besar responden menyatakan mereka tidak masalah terhadap peran ganda perempuan khususnya dalam mencari nafkah, yang menurut mereka hal itu terkait dengan masalah ekonomi keluarga.
10) Sebagian besar responden menyatakan tidak ada adat atau kebiasaan yang menempatkan perempuan posisinya lebih rendah dari laki –laki.
Berdasarkan persepsi masyarakat yang menjadi responden dalam kajian ini, pada dasarnya responden menyatakan tidak ada perbedaan/batasan menyangkut peran dan kesetaraan perempuan  di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.4. Faktor-Faktor IPG Kabupaten Kutai Kartanegara Rendah
IPG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di suatu wilayah. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, rendahnya IPG bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara
1) Keterbatasan Akses Pendidikan untuk Perempuan
Keterbatasan akses terhadap pendidikan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, bisa menjadi penyebab rendahnya IPG. Jika perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka akan memiliki peluang yang lebih sedikit dalam hal pekerjaan dan partisipasi sosial. Program pendidikan yang tidak merata atau kurangnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil bisa memperburuk situasi ini.
2) Kesempatan Ekonomi yang Terbatas
Perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan cenderung mengalami ketergantungan finansial yang lebih tinggi. Diskriminasi di tempat kerja, keterbatasan dalam hal pelatihan keterampilan, dan adanya peran gender tradisional yang membatasi peran perempuan di sektor ekonomi bisa berkontribusi pada rendahnya IPG.
3) Kesehatan dan Akses ke Layanan Kesehatan
Akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, dapat mempengaruhi kesejahteraan perempuan. Keterbatasan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan program-program kesehatan yang kurang memadai bisa memperburuk ketimpangan gender.
4) Peran Gender dan Budaya Tradisional
Norma dan peran gender tradisional sering kali membatasi partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di banyak komunitas, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, norma budaya mungkin menganggap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab utama perempuan, yang mengakibatkan kurangnya waktu dan kesempatan untuk kegiatan ekonomi atau pendidikan yang lebih tinggi.
5) Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat, sering kali masih rendah. Kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dapat menghambat upaya-upaya untuk memperbaiki kesetaraan gender dan memajukan hak-hak perempuan.
6) Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat berdampak negatif pada kualitas hidup perempuan dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental perempuan.
7) Kebijakan dan Program Pemerintah
Kebijakan dan program pemerintah yang tidak memadai atau tidak dirancang untuk menangani isu-isu gender secara spesifik bisa menjadi penyebab rendahnya IPG. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, upaya untuk meningkatkan IPG akan terbatas.
8) Infrastruktur dan Aksesibilitas
Kurangnya infrastruktur yang mendukung, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap berbagai layanan dan peluang. Di daerah yang kurang berkembang, infrastruktur yang buruk dapat menjadi penghalang besar bagi partisipasi perempuan.
9) Ketidaksetaraan dalam Pembagian Sumber Daya
Ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya, seperti akses terhadap modal atau bantuan sosial, dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Jika perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang dibutuhkan, mereka akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

4.5. Permasalahan	Dalam	Meningkatkan	IPG di	Kabupaten	Kutai Kartanegara
Meningkatkan IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara	menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berikut adalah pembahasan tentang beberapa masalah
utama yang dihadapi saat berusaha meningkatkan IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara :
1) Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur
· Kurangnya Fasilitas Pendidikan : Keterbatasan sekolah dan fasilitas pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat akses pendidikan bagi perempuan. Tanpa akses pendidikan yang memadai, perempuan sulit untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan peluang ekonomi mereka.
· Kesehatan dan Infrastruktur: Fasilitas kesehatan yang terbatas atau kurang memadai juga menjadi hambatan. Perempuan membutuhkan akses yang baik ke layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, untuk memastikan kesejahteraan mereka.
2) Kendala Ekonomi
· Kesempatan Kerja : Kurangnya kesempatan kerja yang layak dan terampil, serta diskriminasi di tempat kerja, menghambat kemampuan perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dengan upah yang setara atau posisi yang lebih tinggi.
· Ketergantungan Finansial : Banyak perempuan yang masih bergantung pada pendapatan suami atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Ini mengurangi kekuatan mereka untuk mengambil keputusan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
3) Norma dan Budaya Sosial
· Peran Gender Tradisional : Norma dan budaya yang menganggap peran rumah tangga sebagai tanggung jawab utama perempuan dapat menghambat mereka dalam mengejar pendidikan dan karier. Peran tradisional ini sering kali membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
· Diskriminasi dan Stigma : Diskriminasi berbasis gender dan stigma sosial terhadap perempuan yang berusaha memasuki bidang pekerjaan atau pendidikan tertentu dapat menjadi penghalang signifikan.

4) Kepemimpinan dan Partisipasi
· Kurangnya Representasi Perempuan : Minimnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal dan regional dapat membatasi kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan perspektif perempuan mungkin tidak mencakup kebutuhan dan aspirasi mereka.
· Keterlibatan dalam Politik dan Pemerintahan: Perempuan sering kali kurang terlibat dalam politik dan pemerintahan, yang mengurangi peluang mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kesetaraan gender.
5) Masalah Sosial dan Kekerasan
· Kekerasan Berbasis Gender : Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender lainnya dapat menghambat perkembangan dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Perempuan yang mengalami kekerasan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.
· Kurangnya Dukungan Sosial : Dukungan sosial untuk korban kekerasan dan masalah kesehatan mental sering kali kurang memadai. Tanpa adanya sistem dukungan yang efektif, perempuan sulit untuk pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan normal.
6) Kebijakan
· Kebijakan yang Tidak Memadai: Kebijakan dan program pemerintah yang tidak memadai atau tidak dirancang khusus untuk menangani isu gender dapat menjadi penghalang. Kurangnya kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dapat menghambat upaya untuk meningkatkan IPG.
· Implementasi dan Pengawasan: Implementasi kebijakan dan program yang ada sering kali tidak konsisten. Pengawasan yang lemah dan kurangnya evaluasi terhadap efektivitas program dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan.

7) Ketidaksetaraan dalam Pembagian Sumber Daya
· Akses Terbatas ke Sumber Daya: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya seperti modal, pelatihan, dan bantuan sosial dapat memperburuk kesenjangan gender. Perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki terhadap sumber daya yang penting untuk pengembangan ekonomi dan sosial mereka.
8) Kesadaran dan Pendidikan Publik
· Kurangnya Kesadaran Gender: Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender dapat menghambat perubahan sosial. Pendidikan publik yang efektif tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sangat penting untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

4.6. Strategi dalam Meningkatkan IPG Kabupaten Kutai Kartanegara
Dalam rangka meningkatkan IPG Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi untuk memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan yang menghambat peningkatan IPG. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPG di Kukar:
1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
· Pembangunan Infrastruktur Pendidikan : Meningkatkan fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, dengan membangun sekolah- sekolah baru dan memperbaiki yang sudah ada. Ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar anak-anak perempuan dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik.
· Program Beasiswa dan Bantuan: Menyediakan beasiswa dan bantuan finansial bagi perempuan dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat tinggi. Program ini dapat mencakup bantuan biaya sekolah, buku, dan perlengkapan lainnya.
· Pendidikan Gender-Sensitif: Mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang peran gender dan hak-hak perempuan sejak usia dini.
2) Peningkatan Kesempatan Ekonomi
· 	Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan : Menyediakan pelatihan keterampilan dan program pengembangan karier bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka memasuki pasar kerja yang lebih kompetitif.
· Dukungan untuk Usaha Mikro dan Kecil : Memberikan akses kepada perempuan untuk modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Program dukungan ini bisa berupa pinjaman dengan bunga rendah, pelatihan manajemen usaha, dan akses ke pasar.
· Kebijakan Kesetaraan di Tempat Kerja : Menerapkan kebijakan di perusahaan dan instansi pemerintah yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, seperti upah yang setara, kesempatan promosi yang adil, dan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.
3) Peningkatan Akses Kesehatan
· Layanan Kesehatan Reproduksi: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan, termasuk kontrasepsi, perawatan prenatal dan pasca melahirkan, serta pendidikan tentang kesehatan reproduksi.
· Program Kesehatan Komunitas: Melaksanakan program-program kesehatan di tingkat komunitas yang menargetkan perempuan, termasuk layanan kesehatan mobile di daerah terpencil dan program penyuluhan kesehatan.
4) Penguatan Peran dan Partisipasi Perempuan
· Kepemimpinan Perempuan: Mendorong dan mendukung keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan di tingkat lokal dan regional. Ini termasuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.
· Jaringan Dukungan : Membentuk dan memperkuat jaringan dukungan untuk perempuan, termasuk kelompok-kelompok perempuan dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan dukungan moral dan praktis.

5) Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender
· Peningkatan Perlindungan Hukum : Mengimplementasikan dan menegakkan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, serta menyediakan layanan dukungan bagi korban kekerasan.
· Program Pencegahan dan Edukasi : Menyelenggarakan program pencegahan kekerasan berbasis gender melalui kampanye kesadaran, pelatihan untuk penegak hukum, dan pendidikan masyarakat.
6) Kebijakan
· Kebijakan Kesetaraan Gender: Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini termasuk pembuatan rencana aksi yang jelas dengan target dan indikator keberhasilan.
· Pengawasan dan Evaluasi: Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kesetaraan gender berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan.
7) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Publik
· Kampanye Kesadaran: Menyelenggarakan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan untuk mengubah persepsi sosial dan budaya yang ada.
· Pendidikan Publik : Mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam pendidikan publik, termasuk pelatihan untuk pemimpin masyarakat, pendidik, dan orang tua, untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kesetaraan gender.
8) Kolaborasi Multi-Sektor
· Kerja Sama antara Pemerintah dan Swasta : Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
· Pemberdayaan Komunitas Lokal : Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesetaraan gender untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

PENUTUP
5.1. Kesimpulan
1. IPG Kabupaten Kutai Kartanegara Rendah : Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sebesar 80,64, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan, IPG ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
2. Kesenjangan Gender : Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti pemberlakuan Perda tentang Pengarusutamaan Gender, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.
3. Faktor Penyebab Rendahnya IPG : Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan, kesempatan ekonomi yang terbatas, peran gender tradisional, dan masih banyaknya kekerasan berbasis gender yang tidak terlapor.
4. Partisipasi Perempuan dalam Politik : Keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan masih rendah, meskipun ada kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, kenyataannya keterwakilan perempuan yang terpilih kurang dari 30%.
5. Kekerasan Terhadap Perempuan : Masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, terutama di lingkungan rumah tangga, yang sering kali tidak dilaporkan.

5.2. Rekomendasi
1. Peningkatan Akses Pendidikan : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan. untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas. Program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk perempuan dari keluarga kurang mampu harus diperkuat.

2. Peningkatan Kesempatan Ekonomi : Pemerintah dan sektor swasta perlu menyediakan lebih banyak pelatihan keterampilan dan program pengembangan karier bagi perempuan. Kebijakan di tempat kerja harus lebih mendukung kesetaraan upah dan kesempatan yang sama bagi perempuan.
3. Penguatan Kebijakan Kesetaraan Gender : Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender perlu diperkuat, termasuk implementasi kebijakan dan program yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan pekerjaan dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya.
4. Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender : Program pencegahan kekerasan berbasis gender harus ditingkatkan, termasuk perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan dan edukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan.
5. Kolaborasi Multi-Sektor : Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan program- program yang mendukung pemberdayaan perempuan.
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